
 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 37 TAHUN 2015 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) dan 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Standar Satuan Harga dan Biaya 

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Biaya 

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam   

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 

21); 



19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24); 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 

DAN BIAYA TAHUN 2016. 

Pasal 1 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Satuan 

Harga dan Biaya Tahun 2016.  

(2) Standar Satuan Harga dan Biaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

(1) Standar Satuan Harga dan Biaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 sebagai acuan perhitungan kebutuhan 

anggaran dalam penyusunan Rencana Kegiatan 

Anggaran (RKA SKPD). 

(2) Standar Satuan Harga dan Biaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, merupakan batas harga tertinggi yang 

tidak boleh dilampaui dan sudah termasuk pajak-pajak 

dan/atau jasa lainnya. 

Pasal 3 

Pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan pengadaan barang 

berpedoman pada harga yang berlaku pada saat 

pekerjaan/pengadaan dilaksanakan. 

 

 



Pasal 4 

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli dan dipergunakan 

disesuaikan atau setara dengan jenis barang yang telah 

ditentukan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan 6 (enam) 

bulan sekali kecuali bila terjadi keadaan kahar (force majeur) 

atau adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan 

kenaikan harga dan biaya. 

Pasal 6 

Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 10 September 2015            

BUPATI PATI, 

       Ttd. 

 HARYANTO 

Diundangan di Pati 

pada tanggal 10 September 2015              

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

Ttd. 

DESMON HASTIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 38 

 


